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ABSTRAK

Tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana dalam Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik terdapat ketidakjelasan konsep badan
publik sebagai subyek hukum yang dimana kapan suatu tindak pidana dilakukan
oleh orang atau pimpinan badan publik dan kapan suatu tindak pidana dilakukan
oleh badan publik atas tindakannya yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian dalam tesis ini
menggunakan salah satu tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian tesis ini menggunakan tiga (3) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dianalisis dengan
analisis deduktif. Karakteristik tindakan badan publik yang berimplikasi tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu tindak
pidana ini merupakan jenis tindak pidana korporasi di mana Pengurus atau kepala
badan publik dengan sengaja tidak menyediakan akses informasi kepada publik
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yang terdiri dari informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib
diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Selain itu, jika pejabat tersebut memerintahkan bawahan untuk tidak memberikan
informasi, maka pejabat tesebut masuk dalam kategori pelaku tindak pidana badan
publik dalam Pasal 52, pidana yang dijatuhkan berupa pidana kurungan dengan
maksimum kurungan 1 (satu) tahun dan/ atau dikenakan alternatif pidana denda
maksimum. Namun Pasal 52 tersebut tidak di jelaskan siapa yang akan dibebani
pidana kurungan, dan juga tidak mencantumkan ketentuan pidana yang memuat
apabila pidana denda sebagai alternatif pidana pokoknya tidak dilaksanakan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Badan Publik, Keterbukaan Informasi
Publik.
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ABSTRACT

Public agency actions that implicate criminal acts in the Public Information
Disclosure Act there is an unclear concept of public bodies as legal subjects
where when a criminal act is committed by a person or head of a public agency
and when a criminal act is committed by a public body for its actions that have
implications for a criminal act under the Public Information Disclosure Act. The
research in this thesis uses one type of research which is normative legal
research. This thesis research uses three (3) research approaches, namely the
Statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The
research data were analyzed by deductive analysis. The characteristics of public
agency actions that have criminal implications under the Public Information
Disclosure Act are that this crime is a type of corporate crime where the
Management or head of a public agency intentionally does not provide access to
information to the public, information that must be provided and announced,
which consists of information that must be provided and announced periodically,
information that must be announced immediately, and information that must be
available at any time. In addition, if the official instructs a subordinate not to
provide information, then the official is included in the category of perpetrator of
a public agency crime in Article 52, the punishment imposed is in the form of
imprisonment with a maximum imprisonment of 1 (one) year and/or an alternative
maximum fine is imposed. However, Article 52 does not explain who will be
charged with imprisonment, and also does not include criminal provisions that
contain fines as an alternative to the principal crime.

Keywords: Criminal Liability, Public Agency, Public Information Disclosure.
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